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ABSTRAK

~ Cuti Tahunan merupakan waku resmi untuk beristirahat dan sebagainya yang
dfbcr:kan kepada pekerja di suatu Perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang
dllmana hak dari pada pekerja tersebut diatur menurut aturan hukum yang berlaku
di Negara Indonesia. Perusahaan dalam melaksanakan aturan cuti tahunan dapat
mengatur sendiri aturan cuti tersebut dalam aturan perusahaannya tanpa menyalahi
ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya
sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan
mengenai aturan cuti tahunan tersebut.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang
menyebabkan perusahaan tidak memberi izin cuti tahunan dan bagaimanakah
sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan izin cuti tahunan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan
perundangan yang berlaku.
Simpulan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak memberikan
izin cuti tahunan adalah karena hangus atau gugur hak cutinya, karyawan yang
bersangkutan belum menyelesaikan beban kerjunya, kesepakatan dalam perjanjian
kerja dan mengganggu kelancaran kerja, sedangkan sanksi hukum bagi perusahaan
adalah dikenakan sanksi kurungan minimal I (satu) bulan dan maksimal 12
(duabelas) bulan serta denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah)
dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). . :
Rekomendasi, terhadap aparatur pemerintah hendaknya pemerintah mengawasi
dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan izin

cuti kepada karyawannya.
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- Sanksi Hukum bagi Perusahaan Yang Tidak Memberikan Izin Cuti
Tahunan

Adapuii sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan cuti
tahunan kepada pekerja dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 187
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

berbunyi :

1) Barang siapa melanggar ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal
71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat ( 1_), dan ayat (2),
Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua i'xlas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (scpu!uh juta Rupiah)
dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). _

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak

pidana pelanggaran.
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